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Puji Syukur atas karunia Allah SWT, sehingga buku Pengelolaan dan Penegakan Hukum lingkungan ini dapat hadir di tengah pembaca. buku sebagai pendukung untuk membantu mahasiswa, masyarakat, aktifis yang konsen dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan pemerintah yang serta merta memberikan perlindungan bagi warga negara. sesuai dengan Pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Buku ini menbahas prinsip-prinsip dasar dan arti penting yang terkandung dalam pengelolaan lingkungan. Penulis dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia tergabung dalam Colaborasi Dosen Lintas Negara (CEL-Kodelin). Selain uraian teoritis, pembahasan disertai dengan fakta-fakta historis terkait pengelolaan dan penegakan lingkungan, dan tak kalah pentingnya, ditampilkan pula contoh-contoh kasus yang pernah terjadi di tanah air untuk memberi gambaran sejauh mana hukum bidang lingkungan telah ditegakkan. Maka tidak sepatutnya jika manusia dengan ketamakannya dengan sengaja mengeksploitasi alam dengan semena-mena. 

Oleh karena itu, dalam penyusunan buku ini penulis  mengucapkan Terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam proses hingga terbitnya buku ini, tim yang sangat solid dan kompak. Tiada gading yang retak, tiada yang sempurna dalam hidup ini, termasuk dalam karya ini. Kami berharap buku ini memberi manfaat bagi pembacanya. Buku ini saya tabur semoga tumbuh subur dan bermanfaat. Aamiin.                                                 
                                              Aceh Utara, 20 Maret 2023
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Hukum lingkungan di Indonesia merupakan suatu kerangka hukum yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup, mempromosikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Hukum lingkungan di Indonesia terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah.
Berbagai aspek terkait hukum lingkungan, mulai dari konstitusi lingkungan, prinsip-prinsip hukum lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, perizinan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, hukum lingkungan internasional, dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Salah satu tujuan utama hukum lingkungan di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa setiap orang atau pihak yang melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan, harus bertanggung jawab dan menanggung konsekuensi hukum yang sesuai. Hal ini mencakup sanksi pidana dan denda yang cukup besar bagi pelanggar hukum lingkungan.
Buku ini disajikan untuk mereka yang ingin memahami lebih dalam mengenai hukum lingkungan di Indonesia, terutama bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang ingin memperdalam pemahaman mereka mengenai topik ini. Buku ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah, LSM, dan masyarakat yang ingin memahami lebih jauh mengenai upaya pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
	i	
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Nurhidayati


Hukum lingkungan dikatakan Redgwell.C pada prinsipnya terdiri dari 1) melakukan pencegahan, mengurangi serta mengendalikan berbagai penyebab kerusakan yang terjadi pada lingkungan (duty to prevent reduce and control environment harm) Ada banyak cara agar lingkungan tertata kelola dengan baik yaitu tidak membuang sampah di sungai, reboisasi, tidak membuang limbah pabrik di laut, melakukan terasering. 2) Uji tuntas dan pencegahan berbahaya. agar terhindar dari hal-hal yang merugikan manusia dalam lingkungan masyarakat. Selain dari pada itu juga dapat mencegah adanya dampak yang disebabkan oleh operasi, produk maupun jasa melalui bisnis kemitraan. Ada kalanya dampak tersebut tidak terelakan, maka perusahaan minimal mengurangi, atau mencegah adanya dampak negatif atau bila perlu meremediasinya. Bagi pelaku bisnis yang dapat bertanggung jawab biasanya akan melakukan pelacakan terhadap implementasi dan hasil atas dampak yang merugikan. Mengenai proses uji tuntas atas transaksional tradisional, maka PBB mengatur kebijakan serta manajemen sistem untuk membatu perusahaan agar tidak terkena dampak tersebut. adapun strategi yang semestinya di bangun oleh perusahaan adalah kapasitas staf, adanya ketersediaan sumber daya dan adanya komunikasi yang baik atasan dengan stafnya secara jelas. Upaya yang dilakukan perusahaan ditentukan oleh kadar  keseriusan untuk menangani dampak yang signifikan dengan resiko.Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi uji tuntas bagi sebuah perusahaan yakni model bisnis yang digunakan, jenis operasi, eksistensi perusahaan dalam rantai pasokan, sifat dari produk maupun jasanya. 3) kewajiban mutlak untuk mencegah. Prinsip pokok hukum Internasional lingkungan hidup menurut Ariando.K.M.(1999) adalah a) penerapan prinsip dasar lingkungan nasional masing-masing negara. b) mengimplementasikan hukum lingkungan Internasional ke dalam hukum lingkungan nasional Indonesia, diantaranya: Undang-undang konservasi sumber daya hayati seperti UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil c) Undang-undang tersebut telah mengadopsi berbagai prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang ada dalam berbagai perjnjain internasioana
	Bagi perusahaan yang multinasional akan merekomendasikan lingkungan hidup sebagai usaha meningkatkan kinerjanya demikian dikatakan Ariando, M.K (1999) hingga akan memaksimalkan untuk dapat berkontribusi mereka pada perlindungan lingkungan hidup melalui perbaikan manajemen internal serta perencanaan yang baik. Hal ini tercermin sebagai prinsip serta tujuan dari Deklarasi RIO tentang pembangunan dan lingkungaan hidup. Dan untuk hukum lingkungan Internasional memuat beberapa prinsip dasar yakni absolute abligation of prevention, due deligance and harm prevention, duty to prevent reduct and control environmental harm, foreseeability of harm and the preacutinary principle, Transboundary co-operation in causes of environmetal risk, the polluters pay principle. Sementara bagi uji tuntas dan pencegahan bahaya dapat dilakukan pada adanya kewajiban mutlak untuk mencegah, perkiraan bahaya dari adanya perinsip preacutinary, operasi lintas batas yang memungkinkan terjadinya resiko pada lingkungan serta prinsip pencemaran membayar. Teradapat beberapa aspek sistem lingkungan dikatakan Pitaloka.D (2018) yakni 1) aspek perlindungan lingkungan laut, 2. Aspek perlindungan atmosfir, 3. Aspek perlindungan transfortasi Laut dan Aspek bidang bahan beracun berbahaya. beberapa aspek ini meletakan prinsip dasar nasional untuk diterapkan pada hukum nasional masingmasing negara.yang menjadi dasar hukum adalah Undang-undang konservasi sumberdaya hayati yakni pada; 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, 3. Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. 4. Dan Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kesemua aturan tersebut mengadopsi prinsip hukum lingkungan Internasional yang menjadi kesepakatan Internasional.Berikut beberapa Aspek hukum Internasional lingkungan laut: 

[bookmark: _Toc128231195]A.  Aspek perlindungan lingkungan laut
Dikatakan Mufti.M, dkk (2018) bagi wilayah pesisir yang menggiatkan kegiatan pembangunan dalam bentuk reklamasi, wisata bahari, pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan limbah tampaknya akan berakibat pada terjadinya tekanan terhadap ekosistim di lingkungan pesisir. Pada hutan bakau beralih dengan pembuatan tambak, industri, pemukiman. Hal ini akan menjadikan kawasan pesisir mengalami kerusakan dan akan menyebabkan abrasi sebab seringnya terkena terjangan ombak dalam pasang surutnya air. Ekosistim laut akan terganggu dengan seringnya aktivitas nelayan yang melakukan tangkap ikan dengan cara mini trawl, dogol, payang, centrang, pukat harimau, bom, dan racun kimia otasium. Said. M.Yasir dan Nurhayati.Y (2020) Pada saat ini status eksloitasi sumber daya ikan demersial berlebih sebagai akibat ukat hela, status tangkap lebih dan otensi sumber daya udang.Penangkapan jenis trawl terbukti sebagai penyebab kerusakan karena tidak memiliki daya selektivitas penangkapan ikan yang tinggi yang kemudian hal ini diatur dalam Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015 terkait penetaan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. 
Mengingat ikan sebagai komoditas barang sebagai pemenuhan kebutuhan kokok yang sangat diminati masyarakat. Meskipun menjadi bahan pemenuh kebutuhan pokok manusia namun juga dilarangoverfishing yang kemudian berdampak pada biota laut tidak berkesempatan untuk berproduksi lagi. Hingga perbuatan ini termasuk apa yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 26-27 bahwasanya “janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros” hal ini dimaknai menurut Quarish shihsb bahwa pemborosan adalah bentuk sika yang berlebihan tidak pada tujuan yang sesungguhnya yakni sekedar pemenuhan kebutuhan pokok manusia saja tapi keserakahan yang merusak ekosistem ikan di laut dan merusak produksi ikan alaminya.Sejatinya kerusakan lingkungan disebabkan oleh keserakahan dan tangan manusia sendiri, maka berbuat baiklah sebagaimana tercermin dalam surat Al A’raf ayat 31, dan surat Al Baqarah ayat 60. Penangkapan ikan di laut secara sewenang-wenang dan berlebihan yang berakibat kerusakan habitat laut dikatakan sebagai erbuatan ilegal fishing yang menurut aturan International plan of action (IPOA) sementara enangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara atau kapal asing yang bukan merupakan kawasan laut dalam yuridiksinya tana izin dari negara yang memiliki yuridiksi dinyatakan sebagai pelanggaran hukum laut Internasional yakni illegal unreported Unregulated (IUU) fishing.
Beberaa tindakan yang termasuk pelanggaran hukum laut dalam praktek illegal fishing dengan katagori perbuatan: 1. Penangkapan yang tidak melangkapi izin yang tidak dapat menunjukan kelengkapan SIUP, SIPI, SIKPI. 2. Mengantongi izin namun melakukan perbuatan yang melanggar hukum terkait kawasan dilakukannya penangkapan, alat yang digunakan untuk penangkapan terlarang, melanggar aturan ketaatan konservasi laut. 3) pemalsuan dokumen, 4) tidak mengaktivkan transmiter. 5) melakukan pengrusakan saat penangkapan ikan. Menurut Sadr al baqir hadirnya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang berkeadilan ada lingkungan laut dan atas pemenuhan kebutuhan manusia maka perlunya dilakukan sebuah pengawasan terhadap pelestarian lingkungan laut yang bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja terutama masyarakat yang berada di kawasan lingkungan laut harus merasa memiliki agar tercipta penjagaan dengan adanya hak memiliki. 
	Over exloitation of natural resources mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup kembali pada bagaimana manusia melakukan pemanfaatan terhada sumber daya alam. Dikatakan Strewart.R dan Karier.J.J (1978) lingkungan bermasalah sebagai akibat atas tiga hal yakni pencemaran, pemanfaatan yang salah dan melanggar aturan, pengerukan yang berlebihan.selain daripada itu hadirnya teknologi bukan tidak ada dampak terhadap lingkungan. Penggunaan teknologi secara tidak bertanggung jawab artinya tanpa memikirkan resiko pengoprasionalannya maka akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat khususnya yang berada dikawasan tersebut hungga tidak berfungsinya lingkungan seperti semula yakni memberikan udara bersih dan lingkungan yang tidak kotor.ada banyak faktor hal tersebut terjadi diantaranya keinginan mengatasnamakan kepentingan suatu badan hukum yang bermaksud memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tapi hany mengeluarkan sedikit modal tanpa melakukan pengolahan dan pengawasan atas hasil kerja teknologi yang digunakannya untuk melakukan roduksi hingga akhirnya terjadi pengrusakan lingkungan hidup.Hal ini diperparah bila negara dengan sistim politik yang tidak mendukung rehabilitasi lingkungan sebab hal terberat bagi negara miskin dan negara berkembang adalah kurangnya dana untuk melakukan pengolahan akan limbah yang ditimbulkan oleh pemakaian teknologi yang bersifat produksi. 
	Dikatakan Parthiana wayan (2018: 116, 212) Pencemaran dan pengrusakan yang terjadi dilintas baras negara terhadap lingkungan laut menjadi tanggung jawab negara atas hal tersebut oleh karenanya; 1. negara Indonesia akan menindak secara tegas terhadap segala bentuk pengrusakan dan pencemaran yang dilakukan di kawasan lintas batas negara, maka akan diterapkan sanksi berpa ganti kerugian dari pelaku yang bertindak di kawasan perairan Indonesia sebagaimana juga diatur dalam ketentuan hukum Internasional. 2. Nagara yang mengalami kerugian sebagai akibat terjadinya engrusakan dan pencemaran laut maka dapat mengajukan proses peradilan kepada pemerintah Internasional. Banyaknya kejadian atas trans frontier pollution (pencemaran lintas batas), biasanya banyak kejadian sebagai akibat tabrakan kapal yang menumpahkan minyak kapal di laut, hal ini berakibat pada rusaknya ekosistem laut. Sehingga sebagai tanggung jawab yuridiksi wilayah kedaulatan dan kesepakatan Internasional maka negara dan instrumen Internasional terlibat dalam penyelesaian sengketa lintas batas negara dan dilakukan upaya perlindungan terhadap elestarian lingkungan laut tersebut. Navigasi atas teritorial laut dikatakan Simanjuntak. M (2018) bahwa untuk keperluan pelintasan tanpa memasuki perairan dalam hanya dapat dinggah di pelabuhan yang berada di tengah laut. Dan dihimbau pada negara yang bertetangga untuk saling menghormati atas keentingan yang sah seperti kegiatan lintas pelayaran dan penerbangan. Namun demikian hak lintas damai ini kemudian di muat dalam pasal 3-7 UNCLOS (1982) yakni bagi kapal asing yang melintasi laut toritorial memiliki hak dan kewajiban  baik ada negara pantai ataupun kapal yang sengaja lewat. Pelayaran yang dimaksud adalah pelintasan yang tidak memasuki kawasan laut dalam. Maka akan berlaku dua aturan bagi kapal yang berada di kawasan laut dalam suatu negara yakni: 1. Berlakunya yuridiksi negara pantai sebagai pemilik kedaulatan atas wilayah laut, 2) adanya yuridiksi negara di bawah bendera mana kapal berlayar. Apabila kemungkinan diberlakukannya yuridiksi negara antai maka akibat hukumnya harus tunduk pada aturan pemilik kawasan laut dengan a) pertanggungjawaban pemenuhan penyelesaian criminal dan perdata, penanggulangan pencemarannya, yang secara umum dalam hukum internasional dikenal penerapan aturan self help, self preservation, dan self devence yang telah dimuat dalam konvensi IMCO (1969) yakni terkait konsep intervensi negara pantai di laut lepas atas kecelakaan akibat pencemaran minyak dari kapal. Hal ini  menempaikan negara pantai sebagai kebijakan dasar terjadinya bahaya yang ditimbulkan. b) mengharuskan dilakukannya pemberitahuan dan konsultasi atas kerusakan dan kerugian. c) membayar ganti rugi  sedangkan bila diberlakukan yuridiksi bendera kapal maka akibat hukumnya dengan menghentikan conduct yang menyebabkan terjadinya kerugian, memastikan tidak mengulangi hal yang sama, wajib melakukan reparasi terhadap negara yang berdampak baik berupa kerugian material maupun imaterial yang meliputi pemenuhan retribusi, komensasi, pelunasan.
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Amosfer seiring berjalannya waktu mengalami penipisan lapisan pelindung yang disebut dengan lapisan ozon, oleh karenanya perlu menjadi perhatian secara global sehingga dibentuklah regulasi internasional dalam upaya perlindungan terhadap atmosfer pertama konvensi wina 1985 dan Konvensi Perubahan Iklim tahun 1992.(Pitaloka, 2021)Perlindungan terhadap lapisan ozon diatur di dalam he Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer yang dibuat pada tahun 1985.peraturan tersebut bersifat hard law dan memuat soft regulation yang berarti aturan tersebut tidak mengatur tentang batasan zat yang dapat merusak ozon.
Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari konveksi wina 1985 maka dibentuklah Protokol Montreal 1987, Amendemen London 1990, Amendemen Copenhagen 1992, Amendemen Montreal 1997 dan Amendemen Beijing 1999 yang memuat angka, satndar dan jadwal (hard rules) sebagai acuan negara anggota yang harus dipenuhi dalam pencegahan kerusakan lanjutan terhadap lapisan ozon.
1. Aspek perlindungan transportasi laut
Tidak semua negara dikatakan Subagio P.J (2013) memiliki wilayah laut. Disebut negara laut bila negaranya berbatasan dengan laut pula. Laut dijadikan sebagai batas wilayah suatu negara yang ditentukan oleh ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti batas kekuasaan suatu negara. Ada beberapa masalah yang sering timbul yaitu 1) masalah penentuan batas landas kontinen baik yang berhadapan maupun yang berdampingan batas negaranya.2) masalah tambang di dasar laut.3) pemanfaatan pemenuhan kebutuhan pokok akan hasil laut bagi manusia.4. pencemaran laut di lintas batas laut negara. 5) akibat tumpahan minyak kapal. Menurut Wiyono.S dan Efendi.A (2017) pada dasarnya tanggung jawab negara dibatasi oleh adanya prinsip imunitas, kedaulatan negara, terotorial, yuridiksi negara dan non intervensi. Namun prinsip ini tidak begitu terpakai sejak hadirnya aktor non negara dalam hubungan Internasional seerti INGO, individu dan perusahaan-perusahaan transnasional. Sesungguhnya negara akan melakukan full reparation atas suatu kerugian yang ditimbulkan yang berbentuk restitusi, kompensasi, hukuman, permintaan maaf.
4, Aspek Transportasi bahan beracun dan berbahaya 

	Teknologi dunia maju dengan pesat. Hampir semuanya yang berbentuk olahan dan industri tidak ada yang tidak menggunakan teknologi. Oleh sebabnya produksi industri makin diminati. Maka muncul masalah baru yakni akan dikemanakan hasil/ sisa limbah industri tersebut. perlu kita ketahui, bahwa tidak semua perusahaan yang bergerak di bidang industri melakukan tanggung jawabnya secara penuh dalam hal pemerhati terhadap resiko produksi. Yang jadi titik perhatian serius adalah pada limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu berbentuk pasir besi, minyak bekas, zat radio aktif, limbah klinis, industri kertas. Dalam pemindahannya dilakukan dengan menggunakan alat angkut khusus transportasi angkutan barang sebagai rancangan khusus mengangkut barang yang berbentuk curah, cair, gas, peti kemas, hewan hidup, tumbuhan, alat berat yang membawa barang berbahaya misalnya barang yang mudah meledak, cairan yang mudah menyala, bahan penghasil oksigen, racun dan bahan yang mudah menular, bahan radioaktif, barang korosif dan gas (mampat, cair, larut pada tekanan dan temperatur tertentu)
	Pada prinsinya angkutan khusus atas pembuangan bahan berbahaya dan beracun harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.
Berdasarkan Permen nomor NP.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 pada Pasal 1 bahwa yang di maksud Limbah adalah sisa dari suatu usaha. Bahan berbahaya dan beracun adalah berupa zat, energi dan atas komonen lain. Pengolahan limbah berupa pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, emanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Festronik merupakan alat pengangkutan limbah bahan berbahaya dan dibutuhkan dokumen yang melaporkan adanya dokumen ekektronik barang berbahan berbahaya. dan ada juga suatu sistem yang digunakan untuk melakukan pelacakan limbah yang fungsinya mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan dan mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik tentang riwayat mengangkutan barang berbahaya limbah. 
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